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ABSTRAK  

NURUL FAATHIER MARSUL (B11115579), TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP PERWALIAN ANAK LUAR KAWIN, (DIBAWAH 
BIMBINGAN DR. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, S.H., M.Kn 
SEBAGAI PEMBIMBING  I DAN ACHMAD, S.H.,M.H SEBAGAI 
PEMBIMBING II).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 
bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut islam dan untuk 
mengetahui sistem perwalian dalam perkawinan anak luar kawin.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif 
dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) 
dan pendekatan kasus (case study). Penulis menelaah peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 
diteliti.  

Adapun hasil penelitian ini, yaitu perwalian anak luar kawin menurut 
hukum islam diperbolehkan asalkan anak tersebut merupakan hasil dari 
pernikahan ayah dan ibu yang sah pernikahannya menurut agama dan 
kepercayaannya masing-masing namun tidak didaftarkan pencatatannya 
secara administratif kepada Negara Republik Indonesia dan ditambah 
dengan dapat di buktikan kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan 
alam dan teknologi. Kemudian mengenai perwalian pernikahan, yang 
berhak menikahkan adalah ayah kandungnya tetapi dengan syarat harus 
ada ikatan perkawinan antara kedua orang tua tersebut.Jika anak luar 
kawin itu merupakan anak hasil zinah, atau orang tuanya tidak memiliki 
ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya dan tidak 
pula mendaftarkan pernikahannya maka anak tersebut tidak mempunyai 
ikatan dengan ayah kandungnya sama sekali 

 

Kata kunci: pernikahan, perwalian, anak luar kawin  
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ABSTRACT 

 
NURUL FAATHIER MARSUL (B11115579), REVIEW OF ISLAMIC LAW 
ON GUARANTEE OF CHILDREN OUTSIDE OF MARRIAGE, (UNDER 
THE GUIDANCE OF DR. MUHAMMAD ILHAM ARISAPUTRA, S.H., M.Kn 
AS SUPERVISOR I AND ACHMAD, S.H., M.H AS SUPERVISOR II). 

This study aims to find out and analyze the status of guardianship of 
children out of wedlock according to Islam and to find out the guardianship 
system in marriages of children out of wedlock. 
 

This study uses the normative law research method with a statute 
approach and a case study approach. The author examines the laws and 
regulations relating to the problem being studied. 
 

The results of this study, namely, the guardianship of children out of 
wedlock according to Islamic law, are permissible as long as the child is the 
result of a father's and mother's marriage whose marriage is legal according 
to their respective religions and beliefs but is not registered administratively 
with the Republic of Indonesia, and added with proof of truth based on 
natural science and technology. Then, regarding marriage guardianship, the 
biological father has the right to marry, but with the condition that there must 
be a marriage bond between the two parents. If the child born out of wedlock 
is an adulterous child, or if the parents do not have a legal marriage bond 
according to their religion and beliefs, and neither registers his marriage, 
the child has no ties to his biological father. 

Keywords: marriage, guardianship, children out of wedlock. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan majunya peradaban dunia, nilai-nilai dalam budaya satu 

negara-negara bercampur dengan cepatnya. Paham-paham keagamaan 

mulai luntur, karena tercampurnya budaya ini. Perkembangan teknologi 

juga membuat budaya dan pola pergaulan perlahan-lahan jauh dari kaidah 

yang diatur dalam suatu tatanan agama. Norma serta aturan yang 

sebenarnya sudah jelas dicatat dalam suatu agama, mulai ditinggalkan.  

Dalam catatan sejarah, semenjak kepergian Rasulullah SAW, Allah 

sudah menyempurnakan agama dengan kaidah telah diatur dalam Al-

Qur'an dan Sunnah. Hubungan, cinta, prokreasi, dan hidup seseorang 

sesuai dengan Allah swt dan pesan yang Allah swt sampaikan melalui 

Rasul-Nya adalah segala sesuatu yang Allah swt menciptakan segala 

sesuatu, seperti pria dan wanita.1 Dalam fitrah yang berlaku, menikah 

adalah salah satunya. Menikah merupakan perbuatan terpuji dan sunah 

Rasul dalam menyalurkan karunia nafsu dalam diri manusia sehingga tidak 

menyebabkan kekacauan di kehidupannnya.2 Perkawinan secara 

etimologis identik dengan mencampur, menyelaraskan, atau menyatukan. 

Ketika sesuatu dikatakan menikah dengan yang lain, itu menunjukkan 

bahwa posisi mereka terhubung. (QS.) Allah SWT berfirman Ad-Dhukhan: 

 
1 Abdul Rahman, 1996, Perkawinan Dalam Syari'at Islam, PT Rinekab Cipta, Cetakan ke-
2, Jakarta  hal. 1 
2 Nasrudin, Fiqh Munakahat, 2015, CV Team Ms Barokah, Bandar Lampung, hal. 1   
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54), yang berbunyi: Demikianlah kami mendapatkan malaikat untuk 

menikahkan mereka..3 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), 

perkawinan merupakan akad atau miitsaaqan ghaliizhan yang sangat kuat 

untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah ketika dilaksanakan. 

Perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan 

rahmah dalam rumah tangga4 Akibatnya, perkawinan merupakan lembaga 

yang sangat sakral yang melibatkan tidak hanya pasangan yang akan 

berkomitmen untuk menciptakan rumah tangga tetapi juga seluruh keluarga 

besar di kedua belah pihak. Setiap pasangan menikah berjuang untuk 

kebahagiaan pernikahan.5 

Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali untuk memastikan 

keluarga kedua mempelai tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang 

tua dan keluarganya. Selain itu, wali dalam perkawinan adalah orang yang 

menandatangani akad nikah atas nama mempelai wanita atau memberikan 

izin untuk menikah.6 

 
3 Santoso,  “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,Hukum Islam dan 
Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, UNISSULA, Semarang, 
Vol. 7, No. 2, Desember 2016,hlm. 413-434. Lihat juga, Abdul Majid Mahmud Mathlub, 
panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1. 
4 Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 7. 
5 Fatchiah E. Kertamuda, 2009, Konseling Perkawinan untuk Keluarga Indonesia, Salemba 
Humanika, Jakarta, hlm. 16. 
6 Musyarrafah M, 2017, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan 
Menikahhkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”, 
Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 
hlm. 2. 
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Para ahli fiqih sebagaimana di kutip Kamal Muchtar, telah 

mengklarifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian, yaitu:7 

1. Berdasarkan sifat kewaliannya yang terbagi menjadi wali nasab 

(wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak 

wanita) dan wali hakim. 

2. Di tinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) 

dan wali ab'ad (jauh). 

3. Di tinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan wali 

ghiru mujbir. 

Al-qur'an sendiri juga telah tegas menyampaikan pentingnya wali 

nikah, yaitu seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 32, yang 

berbunyi: 

سِعٞ  عَلِيمٞ  لِحِينَٞ مِنۡٞ عِبَادِكهمۡٞ وَإمَِائٓكِهمۡٞ  إنِ يكَهونهوا ٞ فهقَرَاءَٓٞ يهغۡنهِِمهٞ ٱلَلّهٞ مِن فضَۡلِهِ ٞۦٞ وَٞٱلَلّهٞ وََٰ مَىَٰٞ مِنكهمۡٞ وَٞٱلصََٰ وا ٞ ٱلۡۡيَََٰ  وَأنَكِحه

٣٢  

“ 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian 
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “.  

 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan semua orang yang bertugas 

menjaga kemurnian dan kesucian manusia untuk menikah dan memiliki 

 
7 Kamal Muchtar, 1993, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, 
cetakan ke-3, Jakarta, hal. 101 



 
 

4 

pasangan. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk budak dan wanita yang 

dapat dinikahi. Laki-laki dan perempuan yang bertanggung jawab atas 

keselamatan keluarga mereka sebagai akibat dari perkawinan mereka. 

Ketika semua persyaratan yang diperlukan untuk pernikahan telah 

dipenuhi, teman dan anggota keluarga tidak boleh menghalangi.8  

“Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang terpenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang hendak mengawininya,” sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal ini juga 

mengatur anak yang lahir di luar nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 

100 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa anak yang lahir di luar 

nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.9 Jika 

orang tua anak tersebut menikah pada saat kelahiran anak tersebut, maka 

dapat dikatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan hukum 

dengan ayah anak tersebut. Di lain pihak, anak yang diakui oleh hukum lahir 

di luar perkawinan tidak dapat dianggap sebagai anak yang sah. Secara 

hukum, anak-anak ini lebih dikenal sebagai "anak-anak yang berzina" atau 

"anak-anak yang lahir di luar nikah," namun istilah yang lazim adalah "anak-

anak tidak sah." Dalam hal suami istri mengadakan perkawinan yang diakui 

oleh hukum, dan istri kemudian hamil dan melahirkan, suami berhak 

 
8 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenada media Gruop, 2015), hal. 
151 
9 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2015), hal. 178 
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menggugat keabsahan anak di pengadilan. Dalam hal suami istri 

mengadakan perkawinan yang diakui oleh hukum10:  

1) Calon ibu yang anaknya lahir lebih cepat dari jadwalnya. 

2) Anak lahir setelah berpisah 

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat 

penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang 

menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan 

harta.11 Pasal 2 UU Perkawinan menentukan kriteria untuk menentukan sah 

atau tidaknya suatu perkawinan, sebagai berikut: 

“ 1.Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  
2.Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku ”.12 
 

Di dalam KHI pun ditambahkan "anak yang lahir diluar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga 

dari pihak ibunya." 

Pada dasarnya, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah harus 

menanggung beratnya mencari wali pada saat pernikahannya, namun 

buruknya masih banyak orang awam yang tidak mawas terhadap hal ini, 

misalnya melahirkan anak dari pernikahan yang dilaksanakan saat sang ibu 

sudah mengandung terlebih dahulu. Hal ini akan mengkhawatirkan, karena 

 
10 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. 
Jakarta: Prenada Media, 2014,  hal 276 
11 H.M Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hlm.12 
12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan  
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nasab akan terus berjalan tanpa disadari bahwa nasab nya salah, maka 

perwalian pernikahannya tidak sah. Banyak juga yang memilih menikahkan 

anaknya dengan nasab sang ayah, dikarenakan malu dan tak ingin anaknya 

tahu bahwa anaknya adalah hasil zina. 

Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai 

hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarganya13. Anak yang lahir di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 

keluarga ibunya14.Sedangkan pendapat lain terdapat dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan mempunyai 
hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”  

 
Hal Tersebut yang menyebabkan ada kekeliruan atau perbedaan 

pendapat setiap orang. Belum lagi pendapat para pemuka agama yang 

berbeda-beda.  

Berdasarkan Masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ANAK LUAR 

KAWIN” 

B. Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang di atas, muncullah beberapa pokok 

permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:  

 
13 Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
14 Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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1) Bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut hukum  

Islam? 

2) Bagaimana sistem perwalian dalam perkawinan anak luar 

kawin? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:  

1) Untuk mengetahui dan menganlisa bagaimana status perwalian 

anak luar kawin menurut Hukum Islam 

2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sistem 

perwalian dalam perkawinan anak luar kawin 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang hendak dicapai melalui tulisan ini ialah 

sebagai berikut:  

1) Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman, pengetahuan, dan kajian hukum perdata, 

khususnya hukum Islam di Indonesia. 

2) Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat umum, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam 

bidang hukum Islam di Indonesia dan kajian hukum perdata 

pada umumnya. 

E. Keaslian Penelitian  

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian 

Anak Di Luar Nikah” ini adalah asli karena dilakukan oleh peneliti sendiri 
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dengan menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-

undangan, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Sebagai bahan perbandingan, Skripsi Bella Anggereani dengan judul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN DARI 

JAMINAN NASAB MENJADI JAMINAN HAKIM KARENA JAMINAN 

ADHAL” (STUDI KASUS KEPUTUSAN NO.0156/Pdt.P/2018/PA.Mks)” 

merupakan penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik relatif sama 

dalam hal topik wali nikah. 

Perbedaan yang ditulis oleh Bella Anggereani pada fokus 

penelitiannya dan juga terletak pada rumusan masalahnya. Yaitu pertama, 

bagaimana tinjauan hukum islam dalam perpindahan perwalian. Yang 

kedua, Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan wali 

adhal.  

Sedangkan penulis merumuskan yang pertama bagaimana status 

perwalian anak luar kawin menurut islam. Dan yang kedua, bagaimana 

sistem perwalian dalam anak luar kawin.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

topik kajian ini adalah perwalian anak luar nikah dan tata cara memperoleh 

wali nikah. 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian  

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis melakukan penelitian 

dengan tipe penelitian Hukum Normatif. Pendekatan perundang-
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undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan 

komparatif, atau gabungan dari dua atau lebih pendekatan tersebut 

dan pendekatan lain yang didasarkan pada perkembangan ilmu 

pengetahuan semuanya dapat digunakan dalam penelitian hukum 

normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipelajari 

dalam penelitian hukum ini menjadi dasar penelitian ini.15 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Aproach) dan 

pendekatan kasus (Case Study). Pendekatan Perundang-undangan 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu 

hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap.16 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:  

1. Bahan Hukum Primer  

 
15 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2019, Panduan Penulisan Skripsi dan 
Pelaksanaan Ujian Sarjana, hlm.1  
16 Peter mahmud, 2011, Penelitian Hukum, PT. Kencana Media Group, Jakarta, hlm.24 
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Bahan hukum Primer yang digunakan adalah Putusan 

Mahkamah Konstitusi dan data yang diperoleh dari responden 

yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah buku, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah, internet dan 

bacaan lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research), 

pengumpulan bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum 

yang berhubungan dengan hal yang diteliti, beberapa buku, 

peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah 

serta bahan hukum yang di dapatkan dari penelusuran melalui 

media internet atau media lain yang relevan.  

5. Analisa Bahan Hukum  

Analisa semua bahan dikumpulakan, baik bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder lalu diolah dan dianalisa secara 

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Bahan yang bersifat kualitatif yakni 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan 

menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah 

diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan 
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terkait dengan bagaimana status perwalian anak luar kawin menurut 

Hukum Islam dan bagaimana sistem perwalian dalam perkawinan 

anak luar kawin.  


